
BUPATI LEBONG 
PROVIJISI IIDGKULU 

PERATURAJI BUPATI LEBONG 
NOIIOR .f./ TAHUll 2019 

TElfTAliG 

TBKJOS PBIIBERIAl'I TUWJAliGAli HARi RAYA BAGI PEGAWAI lfEGERI SIPIL, 
PBJABAT 1'BGARA DAIi AIIGGOTA DEWAli PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DI Lll'IOKll1fGAII PBIIERllfTAH DAERAB KABUPATEN LEBONG 
TAHUlf ANGGARAif 2019 

BUPATI LEBONG, 

• Menimbang a bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prdjurit Tentara Nasional Indonesia, 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, 
dipandang perlu mengatur ketenluan tentang Teknis 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, 
Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupatcn 
Lebong; 

• Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Lebong tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi 
Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah di Linglcungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lebong . 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Benglculu {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Taliun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar,, Rtepublik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 t.entang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupat.en Kepahiang 
di Provinsi Benglrulu (1..embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Neg-..ra 
Republik Indonesia Nomor 4349); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaz-an Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 



• 

• 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintal,an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara 

· Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Unde.ng-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 2077 tentang Pengaturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 43); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pe:merintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2854); 

JO. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 iNomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

I I. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun ,2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165); · 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangka.t Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 



• 

• 

13. ~ turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tenta.ng 
Pemberian Tunjangan Harl Raya Kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima 
Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6349); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

-Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4022); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 
tentang Perubalhan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Ta.bun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Kcuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 
310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pemben tukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Mentcri Kauangan Republik Indonesia Nomor 
58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pemberian Tunjangan Harl Raya Kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima 
Pensiun dan Penerima Tunjangan yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara 
Republik Indonsia Tahun 2019 Nomor 507); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembe ntukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupatcn Lebong Tahun 2016 Nomor 
10); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor I I Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 20 I 9 (Lembaran Daerah Kabupaten Le bong Tahun 
2018 Nomor 11),; 

21. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 teotang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lebong; 



Menetapkan 

• 

• 

22. Peraturan Bupati Lebong Nomor 67 Tahun 2018 tentang • 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Lebong Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019. 

PERATUR.Alf BUPATI 
PEMBERIAN TUNJANGAN 
NEGEIU SIPJL, PEJABAT 
PERWAKILAN RAKYAT 
PEMERINTAH DAERAH 
ANGGARAN 2019. 

LEBONG TENTANG TEKl'flS 
HARI RAYA BAGI PEGAWAI 

NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN 
DAERAH DI LINGKUNGAN 

KABUPATEN LEBONG TAHUN 

BABI 
KETENTUAN UIIUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Lebong ini yang dima.ksud dengan: 
I . Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonoml dan tugas pembantuan 
dengan prins ip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya d.isingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, d.iangkat 
sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disingkat 

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lebong . 
5. Hari Raya adalah hari raya Idul Fiu-i. 
6. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur 

kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. 
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk 
untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar lsian 
pelaksanaan anggaran (DPA) atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutya disebut SP20 
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Sadan Keu aangan 
Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk 
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM. 

Pasal2 

(I) PNS dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari Raya. 
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tennasuk: 

a. PNS yang d.itugaskan di luar instansi pemerintah bail< di 
dalasn maupun di luar negeri yang gajinya d.ibayarkan oleh 
in,::.tan~i indnknva: 



• 

• 

b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi • 
komisioner atau anggota Iembaga non st.TUktural; 

e. PNS penerima uang tunggu; 
d . Calon PNS. 

Pual3 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (!) yaitu sebesar penghasilan 1 
(satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya. 

(3) Dalam hal Penghasilan I (satu) bulan pada 2 {dua) bulan 
sebelum bulan Han Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belwn dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya 
diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang 
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan 
Harl Raya. 

(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi 
PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, uang representasi, 
tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan 
umum dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya; 

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
dikenakan potongan iuran dan/ a tau potongan lain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan 
pajak peghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. 

Pual4 

(1) Dalam ha! PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari I (satu) 
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 maka 
Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih 
besar. 

(2) Dalarn hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) 
Tunjangan Harl Raya maka kelebihan pembayaran tersebut 
merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam ha! PNS dan Pejabat Negara sekaligus sebagai Penerima 
Pensiun janda/ duda atau Penerima Tunjangan janda/ duda 
maka diberikan Tunjangan Harl Raya sekaligus Tunjangan Hari 
Raya Penerima Pensiun janda/ duda atau Tunjangan Hari Raya 
Penerima Tunjangan janda/ duda. 

PasalS 

(I) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang 
meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya 
yaitu sebesar penghasilan I (satu) bulan gaji terusan pada 2 
(dua) bulan sebelurn bulan Harl Raya. 

(2) Penerirna gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang 
meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Harl Raya 
yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan yang 
diterima pada bulan April. 

(2) Pembayaran Twtjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 
ayat {I) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS 
bekerja. 



• 
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Pua16 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi: 
a. Anggota Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah; 
b. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian/pejaba:t yang memiliki kewenangan SC$Uai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal7 

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapacan dan Belanja Daerah ba_gi: 
a. PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah; 
b. Bupati dan Wakil Bupati 
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

BABU 
PEMBAYARAN TUHJANGAN HARi RAYA 

Paaal8 

(I) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari 
kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

(2) Dalam ha! Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat 
dibayarkan setetah ilanggal Hari Raya. 

Pasal 9 

(1) Pembayaran Tujangan Hari Raya sebagaimana dimak~ud dalam 
Pasal 8 dibebankan pada OPA OPD berkenaan. 

(2) Pembayaran THR atas Tunjangan Kinerja Pegawai dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten 
Lebong. 

PaaallO 

(I) Pejabat Penanda Tangan SPM Mengajukan SPM Tunjangan Hari 
Raya ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong 

{21 SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM: 
a. SPM THR untulc pembayaran gaji pokok, tunjangan 

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; 
b. SPM THR Pegawai lainnya untuk pembayaran Tunjangan 

Hari Raya bagi pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat ( 1 l huruf a dan lainnya sebagaimana dimal<sud 
dalam Pasat pegawai lainnya sebagaimana dimal<sud dalam 
Pasal 7 ayat (1) hurufb dan huruf c. 

(3) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari 
SPM gaji bulanan. 

(41 Jenis SPM sebagai.mana dimaksud padaa ayat (21, termasuk 
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan 
pembayaran Tunjangan Hari Raya. 

Paaal 11 

Penerbitan Surat Keterangan Peng)lentian Pembayaran bagi PNS 
yang mengalami mutasi pindah agar mcneantumkan keterangan 
pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum ., .. . .. , . . 

1 



• 
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Pual 12 

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Pennintaan Pembayaran 
(SPP), $PM dan SP2D Tunjangan Hari Raya bcrpedoman pada 
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 

RABID 
PENGENDALIAN INTERNAL 

Pasal 13 

(1) Kepala OPD menyelenggardkan pengendalian internal terhadap 
pelaksanaan Teknis Pemberian Tunjangar, Hari Raya. 

(2] Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (I ] 
dilakeana.kan sesuai ketentuan pe,·aturan perunda.ng-undang,.'l.n . 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lebong. 

Diundangkan d i Tubei . 
pad a tanggal I 1- M t.,I 2019 

Ditetapkan di Tu~i . 
pada tanggal I¥ .Mt.I 20 I 9 

~ BUPATI LEBONG, '.l 
~r~:'' 

-H . ROSJONSYAH 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

' 

DALMUJI SURAl'fTO 

Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor :LI 
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